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Hal 9 E ® gaji guru

ornya bersumber dari Bosda.

Bagi guru honorer yang
tunjangannya tidak masuk
dalam Bosnas, maka akan
dimasukkan ke Bosda se-

; hingga semuanya ‘mendapat
tunjangan. .

Hingga saat ini sebanyak
1.200 guru honorer tingkat
SD dan SMP di Pontianak
mendapat tunjangan dari
Bosda dan Bosnas. Mereka
terdiri atas 800 guru honor-

er SD dan 400 guru honorer
SMP.
Pihaknya juga akan

melakukan klasifikasi guru .
yang mendapatkan Bosnas
dan Bosda. Karena alokasi
anggaran dari Bosda yang
digunakan untuk memberi-
kan upah bagi tenaga honor
hanya bagi mereka yang ti- .
dak masuk dalam anggaran
Bosnas.

“Nanti klasifikasi, jika
mereka sudah dapat Bosnas,
maka tidak lagi mendapat
Bosda. Jika belum maka
mendapat dari Bosda,” jelas-
nya. Si
Pengklasifikasian  itu
dilakukan karena Kement-
erian Pendidikan dan Kebu-
dayaan juga telah menam-
bahkan porsi pemanfaatan
pada dana BOSNAS untuk
upah bagi tenaga honorer.
Berdasarkan Peraturan
Mendikbud  (Permendik-
bud) Nomor 8 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Seko-

lah Reguler, sekolah dapat
menggunakan maksimal 50
persen dana Bantuan Opera-
sional Sekolah (BOS) untuk
pembayaran gaji guru hon-
orer.

Wali Kota Pontianak,
Edi Rusdi Kamtono men-
gatakan, Pemerintah Kota
Pontianak akan terus menin-
gkatkan sarana dan prasa-
rana terutama sektor pendi-
dikan. Meskipun sarana dan
prasarana pendidikan dinilai
sudah baik, namun masih
perlu ditingkatkan lagi.

Semua hal itu, kata dia,
akan dibahas dalam Mus-
renbang Bidang Pendidi-
kan dan Kebudayaan dalam
rangka menyusun program
atau rancangan pemban-
gunan untuk tahun 2021
Peserta musrenbang meli-
batkan para pakar pendidi-
kan, guru, ketua organisasi
dan peserta'yang bergerak di
bidang pendidikan. :

“Dalam  musrenbang
itu mereka akan membahas
bersama-sama = menyusun
suatu .rumusan bagaimana
sektor pendidikan Kota Pon-
tianak yang paling ideal dan
baik karena ini sangat pent-
ing” ujarnya. ;

Ia  menambahkan, ber-
tambah atau berkurangnya
anggaran Dana Alokasi Khu-
sus (DAK) di sektor pendidi-
kan tidak akan berpengaruh
pada pembangunan pening-
katan sarana dan prasarana

sektor tersebut. :
“Naik turunnya DAK itu

merupakan hal biasa karena

DAK ini kan diperuntukkan
untuk pembangunan atau
rehabilitasi, jadi semua tetap
berjalan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Men-
teri Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Mendikbud) Na-
diem Makarim mengeluar-
kan kebijakan menaikkan
batas maksimal gaji guru

honorer dari dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)

hingga 50 persen dari sebe-
lumnya 15 persen. Hal ini
memungkinkan gaji. guru

honorer akan naik.
Peningkatan batas
maksimal tersebut = tentu

akan berdampak pada kese-
jahteraan guru honorer. Ber-

- dasarkan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan
(Permendikbud) Nomor 8

Tahun 2019 tentang Peruba- .
han atas Permendikbud No--

mor 3 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis (Juknis)
Bantuan Operasional Seko-
lah (BOS) Reguler, alokasi
penggajian tenaga honorer
yang sebelumnya maksimal
15 persen kini bisa mencapai
50 pérsen.

Sekretaris Umum Persat-
uan Guru Republik Indonesia
(PGRI) Kalbar, Suherdiyanto
mengatakan, kebijakan ini
akan memberi ruang kepada
sekolah atau satuan pendi-
dikan untuk mengelola dana

BOS reguler demi mening-
katkan kesejahteraan = guru
honorer. Namun hal tersebut
kembali kepada kebijakan ke-
pala sekolah. Pasalnya dana
BOS tersebut juga terpen-
garuh pada jumlah siswa di
masing-masing satuan pendi-
dikan.

“Dengan aturan yang ba-
ru maksimal 50 persen bisa
dipergunakan untuk me-
naikan gaji tenaga honorer,”
ucap Suherdiyanto, belum
lama ini. '

Menurut Suherdiyanto,
ketika juknis kebijakan ini
sudah keluar, seharusnya
kepala sekolah bisa mem-
pertimbangkan untuk men-
galokasikan gaji = tenaga
honorer hingga 50 persen
dari total dana BOS. Hal lain
yang mesti diperhatikan ke-
pala sekolah dalam penera- *
pan kebijakan tersebut
yakni harus sesuai petunjuk
teknis. Karena jika melang--
gar petunjuk teknis bisa di-
kategorikan sebagai sebuah
pelanggaran.

“Kepala sekolah sah-sah
saja menerapkan kebijakan
itu, asal tidak melanggar juk-
nis,” tegasnya.

Dikeluarkannya epi-
sode ketiga dari kebijakan -
‘Merdeka Belajar’ ini dilaku-
kan atas masukan dan cura-
han guru non-PNS maupun’
PNS terkait upah guru hon-

- orer yang tidak ’layak. (din/

ant/ien)
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